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ABSTRAK 
 

Septi Elvira (2022): “Peranan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Mal Wat 

Tamwil Nusantara Cabang Kampar Dalam 

Memberdayakan Masyarakat Menurut Ekonomi 

Syariah” 

 

Pentingnya modal usaha dalam pertumbuhan usaha sangat bergantung 

pada lembaga keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan-

perusahaan baik perusahaan b   esar maupun perusahaan kecil yang dalam 

operasionalnya menggunakan produk-produk pembiayaan lembaga keuangan. 

Lembaga keuangan telah mampu menjalankan fungsinya yaitu sebagai 

penghimpun dana dalam masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga 

yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan 

pihak yang mengalami kekurangan dana. Fokus penelitian ini adalah bagaimana 

Peran modal usaha barokah pada BMT UGT Nusantara cabang kampar dalam 

memberdayakan masyarakat dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap 

peranan modal usaha pada BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam 

meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui peranan modal usaha barokah dalam memberdayaan 

ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap 

peranan modal usaha barokah pada BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan 

pemeberdayaan masyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di jalan DI Penjaitan No 115 di Bangkinang kota Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 149 nasabah, 

dengan sampel 3 pengelola BMT UGT Nusantara dan 11 nasabaha produk 

pembiayaan modal usaha barokah. dengan menggunakan teknik purposive 

sampling terhadap populasinya. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data 

primer berupa observasi dan wawancara langsung terhadap pihak terkait dan data 

sekunder berupa literature, buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu Deskriptif Kualitatif. 

BMT UGT Nusantara cabang Kampar sebagai lembaga keuangan mikro 

syariah, memiliki peran perkembangan pemberdayaan masyarakat di Kampar. 

Dalam hal penambahan modal, pengawasan dan saran pembiayaan, walaupun 

tidak besar, karena BMT hanya memberikan bantuan secara finansial, juga 

beberapa saran, dan pengawasan, untuk usaha tetap 100% dijalankan oleh 

nasabah. Dilihat dari tinjauan ekonomi syariah pemberdayaan masyarakat adalah 

suatu sistem atau tindakan nyata yang menwarkan alternatif modal pilihan umat di 

dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dalam tinjauan ekonmi syariah. 

 

Kata Kunci: Modal Usaha, BMT, Pemberdayaan 
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     BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pentingnya modal usaha dalam pertumbuhan usaha sangat bergantung 

pada lembaga keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan-

perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang dalam 

operasionalnya menggunakan produk-produk pembiayaan lembaga keuangan. 

Lembaga keuangan telah mampu menjalankan fungsinya yaitu sebagai 

penghimpun dana dalam masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga 

yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan 

pihak yang mengalami kekurangan dana.  

Perkembangan bisnis yang telah dikelola oleh pemerintah dan warga 

negaranya diharuskan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, karena dengan 

adanya hukum tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi 

konsumen dan produsen mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

keduanya. Peranan lembaga keuangan sangat mempengaruhui perekonomian 

suatu negara. Islam sangat berpengaruh bagi perkembangn lembaga keuangan 

islam di Indonesia. Dengan muculnya lembaga keuangan syariah membuat 

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mulai memberikan kepercayaan.  

Lembaga keuangan syariah menjadi modal sebuah lembaga jasa keuangan 

yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam menjalankan sistem 

operasionalnya. Bank berbasis syariah dengan bank konvensional berbeda, 

misalnya seperti pada produk tabungan. Pada bank konvensional menggunakan

 



2 
 

 
 

sistem bunga yang identik dengan riba sedangkan bank syariah menggunakan 

sistem pembagian keuntungannya dengan nasabah yang menggunakan akad bagi 

hasil kepada nasabah dan halal dilakukan hukum islam
1
 

Pesatnya pekembangan lembaga keuangan berbasis syariah tersebut 

ditandai oleh berdirinya Bank Muammalat pada tahun 1990-an. Bank Muammalat 

menjadi bank satu-satunya yang berdiri di Indonsia dengan menggunakan basis 

syariah. Kemudian di tahun-tahun berikutnya diikuti oleh bank-bank yang 

menkonversikan diri dari bank konvensional menjadi bank syariah seperti Mandiri 

Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Danamon Syariah dan masih banyak lainnya. 

Lembaga keuangan yang berbasis syariah bukan hanya dilakukan oleh bank, tidak 

sedikit lembaga keuangan nonbank yang telah berbasis syariah. Lembaga-lembaga 

tersebut antara lain: Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS), Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, dan 

masih banyak lagi yang lainnya. Lembaga tersebut banyak menawarkan produk-

produk yang hampir sama dengan produk yang ditawarkan.
2
 

Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi 

keuangan dalam menjalankan fungsinya dalam menyalurkan dana kepada 

masyarakat berupa memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang itu tidak 

mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain 

fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, 

sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Realitas 

                                                           
1
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2002), h.2. 

 
2
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UUI 

Press, 2005), h.126. 
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diatas merupakan faktor penting yang melatarbelakangi munculnya lembaga 

keuangan syariah termasuk didalamya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) tujuan 

yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana dari 

umat Islam dan menyalurkannya kembali untuk umat Islam terutama untuk 

pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk 

pengembangan usahanya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada 

nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti dalam produk-produk lembaga 

keuangan syariah yakni, murabahah, mudharabah, musyarakah,qarh hasan, dan 

lain-lain.
3
 

Dari gagasan di atas munculnya lembaga keuagan mikro yang berprinsip 

syariah yang salah satunya BMT. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang berarti 

rumah usaha. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul 

Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan 

sedakah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran 

dana komersial.
4
 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu badan usaha atau 

lemabaga keuangan non bank yang prisip operasionalnya berdasarkan syariat 

Islam, di mana badan usaha ini menawarkan beragai jenis prouduk jasa dan 

produk simpanan. BMT juga merupakan pendukung usaha-usaha produktif dan 

perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat tentunya sangat membutuhkan 

keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu kegiatan perekonomian mereka, 

                                                           
3
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Op. Cit, h.2. 

 
4
 Ibid.  h. 126.       
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khususnya bagi masyrakat berprofesi sebagai pengusaha kecil. Maka sering kali 

mengalami kesulitan dalam memperoleh laba untuk mengembangkan usahanya.
5
 

 Di samping lembaga keuangan syariah, kesulitan dana akan penggunaan 

modal terkadang sebagian dari pengusaha mengambil jalan pintas dengan 

meminjam dana kepada rentenir. Dengan melakukan hal itu tentunya mereka akan 

menambah kesulitan sendiri, karena jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh 

lebih besar dari pokok besar pinjaman. Mereka harus melunasi jumlah uang pokok 

pinjaman ditambah dengan persentase bunga pinjaman. Sehubungan dengan hal 

itu, sangatlah dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat membantu 

permasalahan yang dialami oleh sebagian besar pengusaha kecil tersebut. Salah 

satu lembaga atau badan usaha yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut 

adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).
6
  

BMT  Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara umumnya bergerak 

dibidang perkembangan UMKM produktif dan memiliki produk yang hampir 

sama dengan lembaga keuangan yang lainnya yaitu simpan pinjam, kebanyakan 

para anggota yang bergabung di BMT UGT Nusantara Cabang Kampar 

mengambil produk tabungan umum syariah untuk simpan dan UGT MUB (Modal 

Usaha Barokah), alasan mereka memilih tabungan umum syariah pada produk 

simpanan yaitu sistem setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai 

kebutuhan anggota, sedangkan jenis tabungan lainnya semuanya adalah deposito 

atau tabungan berjangka yang penarikannya bedasarkan aturan yang ada.  

                                                           
5
  Ibid.  h. 73. 

 
6
 Ibid.  h. 73. 

 

 



5 
 

 
 

BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam produk pembiayaan modal 

usaha barokah dalam rangka memberdayaan masyarakat sampai lapisan bawah. 

Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan Baitul Mal Wat 

Tamwil yang besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Data Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah 

Tahun Jumlah Nasabah Jumlah Pembiayaan Rata-rata Pembiayaan 

2017 147 Rp. 3.900.000 Rp. 585.000.000 

2018 329 Rp. 6.000.000 Rp. 2.000.000.000 

2019 347 Rp. 7.492.000 Rp. 2.600.000.000 

2020 175 Rp. 5.554.000 Rp. 972.000.000 

2021 149 Rp. 10.067.000 Rp. 1.500.000.000 

 Sumber: Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Kampar 

Dilihat dari tabel diatas, produk pembiayaan modal usaha barokah 

menunjukkan adanya perkembangan. Perkembangan yang signifakan terjadi pada 

tahun 2018-2019. Pada dua tahun selanjutnya terjadi penurunan, karena adanya 

wabah COVID-19 yang menyebabkan BMT UGT Nusantara mengurangi jumlah 

pembiayaan. 

Pada prooduk pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) karena 

kebanyakan anggota di BMT UGT Nusantara Cabang Kampar adalah para 

pengusaha mikro dan prinsip mereka adalah memprioritaskan setiap produk 

pembiayaan kepada para pengusaha kecil atau mikro. 

Menurut seorang pedagang di Bangkinang, yang bernama Bapak Budi 

umur 56 tahun, ia mengatakan sebelum meminjam modal usaha barokah di BMT 
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UGT Nusantara dulunya ia pernah meminjam modal usaha di seorang rentenir, di 

mana rentenir itu menetapkan 10 sampai 25% bunga yang tinngi dan itu membuat 

usahanya sulit berkembang karena harus mengembalikan uang pinjaman beserta 

bunganya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi umur 56 tahun, salah seorang 

pedagang di Bangkinang, ia belum mengetahui adanya produk pembiayaan modal 

usaha barokah di BMT UGT Nusantara, dulunya pak Budi pernah meminjam 

modal tambahan untuk usaha di Bank Konvensional, di mana Bank tersebut 

menetapkan sistem bunga yang terasa berat buat seorang pedagang kecil, lalu ia 

memutuskan untuk datang ke BMT UGT Nusantara untuk melakukan pengajuan 

pembiayaan.
7
 Dari wawancara tersebut ternyata masih banyak yang belum 

mengetahui adanya modal usaha barokah di Baitu Mal Wat Tamwil. 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) diharapkan bisa menjadi lembaga 

pendukung yang dapat memajukan perekonomian masyarakat kecil yang 

belandaskan prisip syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar 

usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan 

dapat tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan 

perekonomian masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji masalah ini lebih dalam dengan mengambil judul 

“Peranan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara 

Cabang Kampar Dalam Memberdayaaan Ekonomi Masyarakat Menurut 

Ekonomi Syariah” 

 

                                                           
7
 Bapak Budi, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, pada 

tanggal 8 Mei 2022.    
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B.  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebh terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan 

maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang Peranan Modal Usaha 

Barokah pada BMT Nusantara Cabang Kampar dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi syaraiah.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada 

laporan ini adalah sebagai beikut: 

1. Bagaimana peranan Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara cabang 

Kampar dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat? 

2. Bagaimana tinjaun ekonomi syariah terhadap peranan modal usaha barokah 

pada BMT Nusantara Cabang Kampar dalam meningkatkan Pembedayaan 

peekonomian Masyarakat? 

D. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menjelaskan peranan Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara 

cabang Kampar dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan modal usaha 

barokah pada BMT Nusantara Cabang Kampar dalam meningkatkan 

Pemberdayaan perekonomian Masyarakat 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan mamfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan, serta 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan produk Modal 

Usaha Barokah pada BMT Nusantara Cabang Kampar. 

Bagi Lembaga (BMT Nusanta Cabang Kampar) Untuk memberikan 

sumbangan pemikiran dan dukungan khususnya bagi BMT Nusantara Cabang 

Kampar. 

2. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi tambahan, menambah 

ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang 

akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Modal Usaha 

1. Pengertian Modal Usaha 

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat 

dalam mendapatkan produktivitas atau ouput, secara makro modal merupakan 

pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada 

proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu 

mendorong kenaikan produktivitas dan ouput.
8
 Sedangkan menurut Meij 

modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang tedapat 

dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal 

adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahan dalam fungsi 

produktivitasnya untuk membentuk pendapatan.
9
 

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, 

pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan 

usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam 

batas tetentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. 

Selan jenis usahanya, besarnya jumlah dipengaruhi oleh jangka waktu panjang 

relative memerlukan modal usaha yang besar. 

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk 

berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda 

                                                           
8
 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), h. 17. 

 
9
 Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan, (Yogyakarta: BPFE, 2010), 

h. 18.  

9 
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(uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan 

sesuatu untuk menambah kekayaan.
10

 Jadi dapat disimpulkan bahwa modal 

usaha merupakan bagian penting dalam peusahaan yang biasanya berupa 

sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.  

2. Sumber-Sumber Modal 

Menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Modal sendiri 

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik 

peusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan 

peusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.
11

 Kekurangan modal 

sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu 

sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas. 

2. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik 

baru relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kerja dan 

prosfek usahanya. 

3. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri 

motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan 

modal asing. 

 

                                                           
10

 Pradono Tri Pamungkas, Pengaru Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar 

Babadan,Unggaran) diakses pada 

http://jurnal.unpand.ac.id/indek.php/MS/article/dowload/231/227, pada 5 Desember 2019, 

pukul13.00 WIB.  

 
11

Kasmir, Kewirausahawan, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), h.95.  

http://jurnal.unpand.ac.id/indek.php/MS/article/dowload/231/227
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Kelebihan menggunakan modal sendiri: 

1. Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak 

menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha. 

2. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari 

setoran pemilik modal. 

3. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang 

relatif lama. 

4. Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang 

ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya 

pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. 

b) Modal Asing (Pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang dipeoleh dari 

pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan 

biasanya diperoleh dari pinjaman.
12

 Sumber dari dana modal asing dapat 

dipeoleh dari: 

1. Pinjaman dari dunia pebankan, baik perbankan pemerintah, swasta 

maupun perbankan asing. 

2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti peusahaan leasing, modal 

ventura, dana pensiun, dan lain sebagainya. 

3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan. 

Kekurangan dari modal pinjaman sebagai beikut: 

a. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. 

                                                           
12

 Ibid., h. 97. 
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b. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah 

disepakati. 

c. Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah 

yang mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman 

sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan 

dibayar. 

Kelebihan dari modal pinjaman sebagai berikut: 

a. Jumlahnya tidak terbatas, artinya peusahaan dapat mengajukan modal 

pinjaman ke berbagai sumber. 

b. Motivasi usaha tinggi, jika menggunakan modal asing motivasi 

pemilik untuk memajukan usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya 

beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. 

3. Jenis-Jenis Modal 

Modal dapat digolongkan menjadi beberapa, baik berdasarkan sumber, 

bentuk, kepemilikan, maupun sifat, yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal 

asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pemilik perusahaan, sedangkan 

modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-

keuangan.
13

 

b. Berdasarkan bentuk, modal dapat dibai menjadi modal konkret dan modal 

abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan, 

sedangkan modal abstrak meliputi hak merk dan nama baik perusahaan. 

                                                           
13

   Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012), h.249.  
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c. Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibai menjadi modal individu dan 

modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang 

disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum 

milik perusahaan, jalan dan jembatan. 

d. Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi tetap dan modal lancar. 

Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti 

bahan-bahan baku.
14

 

Menurut Endang Purwanti secara keseluruhan modal usaha terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Modal Investasi 

Modal investasi merupakan jenis modal usaha yang harus 

dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk 

investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang. 

namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa 

bulan ke bulan. 

b. Modal Kerja 

Modal kerja merupakan modal usaha untuk diharuskan untuk 

membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja dapat 

dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu. 

c. Modal Operasional 

Modal operasional merupakan modal usaha yang harus 

dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya 

                                                           
14

 Bambang Prishardoyono, Agus Trimarwanto dan Shodiqin, Pelajaran Ekonomi 

(Jakarta: Grasindo, 2005), h.67 
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pembayaran gaji pegawai, listrik, dan sebagainya. Beberapa 

petimbangan yang dapat dilakukan atau diperhatikan apabila ingin 

memperoleh suatu modal adalah sebagai beikut: 

1) Tujuan perusahaan 

Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah modal yang 

diperlukan unuk modal investasi atau modal kerja, dan apakah modal 

utama atau hanya sebagai modal tambahan. 

2) Masa pengembalian modal 

Jangka waktu tertentu suatu pinjaman harus dikembalikan kepada 

pihak lembaga keuangan ataupun non keuangan, pemilik usaha harus 

memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi beban perusahaan 

dan tidak menganggu cash flow perusahaan, dan sebaiknya jangka waktu 

ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

3) Biaya yang dikeluarkan 

Biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya bunga, 

provisi, komisi dan lainnya harus dipertimbangkan karena biaya 

merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan 

dalam menentukan harga jual atau laba.  

4. Estiminasi keuntungan 

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan 

datang juga perlu dipertimbangkan. Estiminasi keuntungan diperoleh dari 

selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu, dan besar 
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kecilnya keuntungan akan berperan dalam pengembalian dalam suatu 

usaha.
15

 

4. Indikator Modal Usaha 

Indikator moda usaha adalah sebagai berikut: 

a. Struktur pemodalan: modal sendiri dan modal pinjaman. 

Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan 

yang disetorkan di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya. 

Modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas meupakan dana jangka panjang 

yang tidak tertentu likuiditasnya. Sedangkan modal pinjaman atau sering 

disebut atau sering disebut modal asing adalah modal yang berasal dari luar 

perusahaan yang sifatnya sementara bekerja diperusahaan, dan bagi 

perusahaan modal asing ini merupakan hutang yang pada dasarnya harus 

dibayar kembali. 

b. Pemamfaatan modal tambahan 

Pengaturan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya 

harus dilakukan dengan baik, gunakan modal tambahan sebagaimana tujuan 

awal yaitu mengembangkan usaha. 

c. Hambatan dalam mengakses modal eksternal 

Hambatan untuk memperoleh modal ekstenal seperti sulitnya 

pesyaratan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit bagi usaha mikro 

kecil dan menengah karena kelayakan usaha, keberadaan agunan serta 

lamanya berbisnis serta teknis yang diminta oleh bank untuk dapat dipenuhi. 

                                                           
15

 Kasmir, Kewirausahaan, Op. Cit., h.94. 
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d. keadaan usaha setelah menambahkan modal 

Dengan adanya penambahan modal, diharapkan suatu usaha yang 

dijalankan dapat lebih luas lagi.
16

 

5. Fatwa Dewan Nasional Indonesia (DSN) 

Kepatuhan dengan prisip syariah menjadi sangat fundamental 

karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksitensi lembaga bank 

syariah. Selain itu kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi 

kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip 

syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam 

berkontak dan terwujudnya tata kelola yang bai dapat terwujud. Sistem 

dan mekanisme untuk menjamin dan pemenuhan kepatuhan syariah yang 

menjadi isu penting dalam pengarturan lembaga keuangan syariah.  

Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah 

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 

tentang lembaga keuangan memberikan kewenangan kepada MUI yang 

fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk 

menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian 

peraturab Bank Indonesia menegaskan bahwa semua produk perbankan 

syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat 

fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. 

 

                                                           
16

 Enda ng Purwanti, Pengaruh Karekteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi 

Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilindo Salatifa, STIE AMA 

Salatiga, 2012 dalam http://media.neliti.com/media/publications/58432-ID-none,pdf diakses pada 

6 Desember 2019 pukul 04.00 WIB.     
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1) Fatwa DSN tentang Murabahah 

Salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatan 

operasionalnya menerapkan system murabahah. Mengenai murabahah 

ini diatur dalam fatwa DSN MUINo:04/DSN-MUI/2000, tentang 

murabahah yang menyetakan bahwa “bank membeli barang yang 

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah 

dan bebas dari riba. Sdedangkan dalam praktikny bank sebagai penjual 

memeberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri 

barang yang diinginkan. 

2) Fatwa DSN tentang Mudhrabah 

Fatwa DSN Tentang Mudharabah yaitu:  

a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.  

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 

membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

usaha.  

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

(LKS dengan pengusaha).  

d.  Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah dan LKS tidak ikut 



18 
 

 
 

serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang. 

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 

dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 

kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

g.  Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, 

LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati  

h.  Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 

fatwa DSN. 

i.  Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

j.  Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 

berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 
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B. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber-

menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 

kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila di beri 

awalan pe- dengan mendapat sisipan -m dan akhiran -an menjadi 

“pemberdayaan” artiya membuart sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai 

kekuatan.
17

 

Secara konseptual pemberdayaan (emperwoment) berasal dari kata 

power (kekuasaan atau keberdayaan).
18

 Pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka 

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan bebas mengemukan 

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan dan bebas dari kebodohan, bebas 

dari kesakitan.
19

 

Menurut Shardlow pengertian tentang pemberdayaan pada intinya 

membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha 

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk 

masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini intinya mendorong 

                                                           
17

 Rosmedi dan Riza Risyantui, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Aiqaprint 

Jatinegoro, 2006), h. 1.  

 
18

 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, (Bandung: PT Ravika Aditama 2005), 

Cet Ke-1. H. 57. 
19

 Ibid. h. 58.  
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klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam katannya 

dengan upaya mengatasi pemasalahan yang dia hadapi, sehingga klien 

mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari 

kedepannya
20

 

Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardle adalah proses 

pengambilan keputusan oleh orang-orang yang konsekuen melaksanakan 

keputusan tersebut. Orang-orang yang mencapai tujuan kolektif diberdayakan 

melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih 

diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, 

keterampilan dan sumber lainnya dalam dalam rangka mencapai tujuan 

mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, Mc 

Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan 

makna pentingnya proses dalam pengembalian keputusan. 

Sedangkan menurut Anwar, istilah keberdayaan dalam konteks 

masyarkat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu 

lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang 

besangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya membangun unsur 

keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 

yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan 

kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.
21

 

                                                           
20

 Sabirin, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal, (Aceh: Arranirry Press- 

Lembaga Naskah Aceh, 2012), h. 19. 
21

 Anwar, Manajemen Pemebedayaan Perempuan, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.40. 
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Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang simpang. Dalam 

stuktur yang timpang. Ada sebagian pihak yang memiliki kesempatan 

kekuatan dan kemauan untuk memenuhi kebutuhanya. Sebagian pihak lain, 

sangat sulit memenuhi kebutuhan karena terbatasnya daya, ketiadaan daya itu 

sendiri umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada 

kebutuhan masyarakat kecil. Sebagai implikasinya, untuk meningkatkan 

akses, kekuatan dan kemampuan dalam berindak dilakukan pemberdayaan
22

 

Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu bekemampuan 

atau berkekuatan, memberikan kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau 

sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan. Pemberdayaan 

ekonomi rakyat yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan 

potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi.
23

 

Pembedayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pembedayaan 

upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. 

Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta 

penghargaan dan pengakuab bagi mereka yang beprestasi.
24

 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka 

dapat bertahan dan mengaktualisasi jati dirinya, harta dan martabatnya secara 

maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini 
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 Siti Amanah dan Narni Farmayanti, pemberdayaan Sosial, Keunikan, dan Daya Saing, 

(Jakarata: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.1,  
23

 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) Cet. 

Ke-1, h. 34.  
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 HAW. Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), Cet. Ket-1, h. 77.  
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dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari pelengkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. 

Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, 

melainkan untuk dicarikan jalan pemecahnya. Untuk keluar dari himpitan 

ekonomis ini, diperlukan pejuangan besar dan gigih dari setiap komponen 

umat. Setiap pribadi muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, 

berkreasi, dan berwirausaha. Usaha bisa keluar dari himpitan situasi ekonomi 

seperti sekarang, disamping penguasan terhadap life skill atau keahlian hidup, 

keterampilan bewirausaha, dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak penah dilirik.
25

 

Pelaksanaan program pemberdayaan yang berhasil didirikan oleh 

kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu 

menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai 

pilihan yang ada. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang khas. Faktor 

sosial ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan pendekatan keberhasilan 

pemberdayaan.
26

 

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah tingkat 

kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar, serta tingkat kemiskinan 

terlampau menakutkan. Menurut Gunawan Sumodinigrat, kalau dilihat dari 

segi penyebabnya, kesenjangan dan kemiskinan dapat dibedakan menjadi 

kesenjangan dan kemiskinan kultural, serta kesenjangan dan kemiskinan 

struktual. 
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Kesenjangan dan kemiskinan natural adalah kesenjangan dan 

kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, sepeti pebedaan usia, 

pebedaan kesehatan, pebedaan georafis tempat tinggal, dan sebagainya. 

Kesenjangan dan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan 

oleh pebedaan adat istiadat, pebedaan etika kerja, dan sebagainya. Adapun 

kesenjangan dan kemiskinan struktual adalah kesenjangan dan kemiskinan 

yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti distribusi aset 

ekonomi yang timpang, kebijakan ekonomi yang deskriminatif, koruptif, serta 

tatanan ekonomi dunia yang cenderung tidak menguntungkan kelompok 

masyarakat atau golongan tertentu.
27

 

Upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat, perlu 

diarahkan untuk mendorong untuk mendorong tejadinya peubahan struktual. 

Perubahan struktual seperti ini bisa meliputi proses perubahan dari pola 

ekonomi tradisional kearah ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi 

tangguh, dari ekonomi substanti ke ekonomi pasar, dari ketergantungan 

kepada kemandirian, dari konglomerat ke rakyat.
28

 

Berdasarkan langkah-langkah diatas maka pilihan kebijakan hendaklah 

dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis berikut: 

a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi. 

b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. 
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c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesahatan dalam upaya 

menciptakan sumber manusia yang kuat dan tangguh. 

d. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong munculnya tenaga kerja yang 

terampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja 

mandiri dengan bekal keahlian wirausaha. 

e. Pemerataan pembangunan antar daerah.
29

 

Pemberdayaan ekonomi rakyat tujuan utamanya, untuk membantu 

ekonomi rakyat, namun sering dinikmati oleh para usahawan skala menengah 

dan besar. Langkah-langkah strategis yang harus dipetimbangkan dalam 

pembedayaan ekonomi kerakyatan diantaranya: 

a. Melakukan identifikasi tehadap pelaku ekonomi seperti koperasi usaha 

kecil, petani, dan kelompok tani, mengenai potensi dan pengembangan 

usahanya. 

b. Melakukan program pembinaan yang kontinu tehadap pelaku-pelaku 

tesebut melalui program pendampingan. 

c. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

mereka pada saat mengembangkan usaha. 

d. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik yang telibat dalam 

proses pembinaan, pembinaan terhadap pemodalan, SDM, pasar.
30

 

Tiga alasan utama pengembangan kelembagaan sosial sebagai 

substansi pemberdayaan meliputi kesadaran akan perubahan, inisiasi 

pengembangan kelembagaan secara partisipatori dan pengorganisasian 
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kelompok.
31

 Keberhasilan dalam mengembangkan bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah melainkan juga instansi lainnya. Baik dalam bentuk 

pembiayaan maupun pengembangan pola kemitraan yang sesuai dengan 

kondisi suatu daerah. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat akan 

semakin berarti bila keterkaitan tersebut dapat diciptakan dengan baik.
32

 

Allah SWT mengatur untuk manusia apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan tugasnya 

dalam kehidupan. Sebab khilafah menuntut berbagai bentuk kegiatan 

kehidupan dalam memakmurkan bumi, mengenali potensi, kekayaan, dan 

kandungannya, dan merealisasikannya. 

Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti 

bahwa pehatian tehadap bidang ekonomi merupakan bagian dalam politik 

syariah dan apa yang menjadi tuntunanya tentang pemeliharaan sumber-

sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi 

dengan mengembangkan seni dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi 

keharusan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi 

kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. 

Dengan demikian itulah pengembangan ekonomi akan memiliki 

saham dalam merealisasikan tujuan politik syariah tentang pengembangan 

yang konfrehensif bagi kehidupan manusia, yang menjadikan terealisasinya 
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tujuan syariah dan berjalannya kehidupan dengan seluruh aspeknya sesuai 

dengan sistem yang ditetapkan Allah SWT.
33

 

2. Tujuan Pemberdayaan 

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik 

karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri), maupun karena 

kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)
34

. 

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah 

atau tidak berdaya meliputi: 

3. Kelompok lemah secara struktual, baik lemah secra kelas, gender, maupun 

etnis. 

4. Kelompok lemah khusus, seperti pemula, anak-anak, dan remaja 

penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing. 

5. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah 

pribadi atau keluarga.
35

 

Menurut Agus Syafi‟I, tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk 

menunjukkan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi 
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masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih 

sesuatu yang bermamfaat bagi dirinya.
36

 

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan, pada 

intinya bertujuan membantu klien memperoleh daya untuk mengambil 

keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan 

dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial 

dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan 

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, 

antara lain melalui transfer daya dari lingkunganya. 
37

 

3) Tahapan Pemberdayaan 

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

memiliki tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan Persiapan: pada tahap ini ada dua tahapan yang harus 

dikerjakan, yaitu: penyiapan petugas dan penyiapan lapangan yang pada 

dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. 

2. Tahapan pengkajian: pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat 

dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam 

masyarakat.  

3. Tahap perencanaan alternatif program kegiatan pada tahap ini petugas 

sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga 
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untuk berfikir tentang masalah yang mereka akan hadapi dan bagaimana 

cara mengatasinya.  

4. Tahap pemfomalisasi rencanaksi: pada tahap ini agen perubahan 

membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan 

menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk 

mengatasi masalah yang ada. 

5. Tahap pelaksanaan kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan 

program yang telah dikembangkan. 

6. Tahap evalusi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan 

petugas program pemberdayaan masyarkat yang sedang berjalan. 

7. Tahap terminasi: yaitu tahapan pemutusan hubungan secara formal 

dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan kegiatan atau 

progam harus sudah selesai.
38

 

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk 

pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu: 

a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat itu 

berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

b. Mamperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam 

rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta 
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pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat 

masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memamfaatkan peluang. 

c. Memberdayakan juga mengandung arti mengulangi.
39

 

4   Indikator dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

a. Pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana 

masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan 

dan kelompok lain yang terabaikan lainnya didukung agar mampu 

meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. dalam proses ini, lembaga 

berperan sebagai fasiloator, mengatakan pelaksanaan proses dan 

pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui penerapan 

pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P yaitu 

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. 

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal.  

2. Penguatan: memperkuat penguatan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya.  

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persangian yang tidak seimbang apalagi tidak sehat.  
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4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.  

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat.
40

  

Oleh karena itu, tujuan kahir dari pemberdayaan masyarakat dalam 

bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. 

Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal upah/gaji dan dari surplus 

usaha. Pada umumnya masyarakat yang tidak berkemampuan secara 

ekonomi hanya menerima upah/gaki yang rendah. 
41

 

b. Pola pola pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola 

pemberdayan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat 

sasaran dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan 

kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program 

pembangunan yang telah mereka tentukan. Beberapa bentuk praktik 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu: 

1. Bantuan Modal 

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna 

daya adalah pemodalan. Lambannya akumulasi kapital dikalangan 

pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupaka salah satu penyebab 
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lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di 

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. 

2. Bantuan Pembangunan Prasarana 

Usaha mendorong aktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan 

memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat 

dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. 

Oleh sebab itu, komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat 

dibidang ekonomi adalah pembangunan prasarana dan pemasaran. 

3. Bantuan Pendampingan 

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. 

Tugas utama pendampingan itu adalah memfasilitasi proses belajar atau 

refleksi dan menjadi mediator untuk pengusaha kemitraan baik antara 

usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. 

4. Penguatan Kelembagaan 

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya 

dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak 

memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pendekatan yang 

dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, 

akumulasi kapital akan sulit di capai dikalangan orang miskin, oleh sebab 

itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah 

kelompok atau usha berama. 
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5. Penguatan Kemitraan Usaha  

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah 

penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada 

yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada 

yang besar dan menengah. Sebab hanya dengan produksi yang adil, 

efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang 

pemodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, 

masing-masing pihak akan di berdayaan. 
42

 

Dari uraian tersebut, menurut penulis bahwa pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang terjadi secara individu perlu didukung oleh 

pemerintah setempat baik secara kebijakan maupun dukungan bantuan 

untuk memudahkan pengembangan usaha masyarakat secara 

berkelanjutan. Selain itu, bentuk dukungan pemerintah lainnya bisa dalam 

bentuk peningkatan pemahaman masyarakat miskin tentang 

pengembangan usaha melalui bantuan kredit atau bentuk pendampingan 

dalam peningkatan keterampilan masyarat. 

5.   Hambatan Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat 

Adapun hambatan yang terjadi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat 

adalah: 

1) Kurangnya pengalaman, keterampilan dan pengetahuan serta konsep 

diridari lingkungan. 
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2) Kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat yang masih acuh tak acuh 

terkait dengan pemberdayaan yang dilaksanakan. Hal ini didasaro oleh 

persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat 

hanya menghabiskan waktu mereka. 

3) Karekteristik sosial dan budaya, masyarakat lebih memilih beraktivitas 

yang menghasilkan uang atau pendapatan dibanding dengan 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kurangnya interaksi dengan 

masyarakat lain. 

4) Kurangnya komitmen dari masyarakat sasaran pemberdayaan komunitas 

karena minimya pemahaman merekan akan pentingnya pemberdayaan. 

5) Kurangnya monitoring atau pengawasan dan data berkualitas dalam 

pemberdayaan. 

6) Perumusan indikator atau formula pemberdayaan yang tidak tepat. 

7) Sistem admistrasi yang terlalu birokratis, sehingga menyulitkan proses 

pemberdayaan karena terlalu banyak hal yang perlu diatur ulang.
43

 

 

C.  Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis 

bukanlah pertama yang membahas materi pemberdayaan. Berbagai buku dan 

hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain: 

Skripsi yang disusun oleh Ummu Kulsum Mahasiswi Institut Agama 

Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER) Jurusan Syariah. Dengan judul 
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“peranan Koprasi Syariah terhadap Upaya Pengembangan Usaha Kecil 

(Studi Kasus BMT Bina Tanjung) 2010. Adapun hasil penelitiannya yaitu 

Peranan BMT Bina Tanjung ada dua yaitu penghimpun dana dan penyaluran 

dana. Persamaannya yaitu meneliti tentang peran BMT terhadap usaha kecil. 

Dan perbedaannya yaitu penelitian Ummu Kulsum ini hanya memfokuskan 

pada produk saja dan tidak meneliti tentang nasabah setelah mendapatkan 

penelitian.
44

 Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang peranan 

koperasi syariah terhadap upaya pengembangan usaha kecil. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Era Ikhtiani Rois 

mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan 

judul “Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil, di Pasar 

Gesikan, Ngluwar, Magelang.” Adapun hasil penelitiannya yaitu, 

pemberdayaan usaha kecil di pasar Gesikan, Ngulawar juga dilakukan olen 

BMT barokah melalui pembiayaan-pembiayaan seperti murabahah, 

musyarakah, qarh hasan, dan ba’I bitsaman ajil. Persamaan penelitian ini 

tentang peran BMT terhadap usaha kecil dan perbedaan penelitian ini yaitu 

hanya memfokuskan pada produk syariah tertentu.
45

 Dapat disimpulkan bahwa 

skripsi ini membahas tentang Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan 

Usaha Kecil, di Pasar Gesikan, Ngluwar, Magelang. 
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Selanjutya penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati (2016) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat 

Tamwil Terhadap Perkembangan Ekonomi Usaha dan Peningkatan 

Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Pedagang Pasar Tradisional.” Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar 

tradisonal yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi pedagang tersebut tentang pekembangan ushanya dan 

peningkatan kesejahteraannya. Secara umum BMT sudah memiliki peran 

positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun 

terlalu kecil. Persamaannya teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Perbedaannya metode penelitia kuantitatif, lokasi penelitian, dan jumlah 

sampel.
46

 Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang Peran 

Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Ekonomi 

Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan. 

Terakhir penelitian dari Mochamad Yusuf Zainal Mahasiswa 

Universitas Pembangunan Nasional. Dengan judul “Peran Koperasi BMT 

Amanah Madina dalam Pembambangan Usaha Kecil di Desa Ngeni Kec. 

Waru-Sidoarjo.” Adapun hasil dari penelitiannya bahwa BMT Amana madina 

di dalam pengembangan usaha kecil yang ada di Desa Ngeni Kec. Waru-

Sidoarjo dengan pembiaayaan pinjaman usaha serta penarikan dan pengerahan 

dana melalui simpanan mudharabah. Perbedaannya subjek yang diteliti, lokasi 
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penelitian dan juga sampel.
47

 Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas 

tentang Peran Koperasi BMT Amanah Madina dalam Pembambangan Usaha 

Kecil. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Sejarah Terbentuknya BMT UGT Nusantara 

Sejarah BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara diawali 

keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu 

maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau 

mengutus beberapa orang untuk menggantikan hutang masyarakat tersebut 

dengan pola pinjaman tanpa bunga, dan selanjutnya BMT UGT Nusantara 

dibantu oleh beberapa orang pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang 

berada dalam suatu kegiatan UGT-PPN (Urusan Guru Tugasan Pondok 

Pesantren Nusantara) yang didalamnya terdapat pimpinan Madrasah, Guru, 

Alumni dan Partisipan PPN yang tersebar di Jawa Timur. BMT UGT 

Nusantara mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/ 

13 Januari 2013 M.
48

 

MT UGT Nusantara Jawa Timur telah membuka di 300 cabang dari 26 

Provinsi di Indonesia, dan salah satunya berada di Kampar, BMT UGT 

Nusantara cabang Kampar berdiri pada tanggal 13 Januari 2013. Dan BMT 

UGT Nusantara cabang Kampar beralamatkan di Jalan D.I Panjaitan No. 

115D Bangkinang Kota. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan 

dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik 
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organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersaebut maka anggota BMT 

dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), 

Tabligh (Transfaran), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathanah (profesional). 

Hasil dari pembentukan BMT UGT Nusantara cabang Kampar ditunjukklah 

pengurusnya sebagai berikut:
49

 

a. Kepala Cabang : Muhammad Sholahuddin 

b. KOC   : Sabrianto S.E 

c. Kasir    : Syaiful Hasbi S.E 

d. AOAP   : Ridho Tulfikri 

e. AOSP   : Yusmardi 

: Mawardi Saputra 

: Ibnu Zulkarnain 

: Gasprianto S. Pd 

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara 

Visi dari BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut: 

a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan 

syariah Isalm. 

b. Terwujudnya budaya Ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang 

sosial ekonomi.
50

 

Sedangkan Misi dari BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut: 
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a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas 

ekonomi. 

b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem Syariah Islam dalam aktivitas 

ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah. 

c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota. Melakukan aktivitas 

ekonomi dengan budaya STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh 

(Transfaran), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathanah (profesional).
51

 

3. Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Karyawan BMT UGT Nusantara 

Cabang Kampar 

1. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara cabang Kampar 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan batas-batas wewenang serta tanggung 

jawab dalam setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan 

organisasi. Adapun struktur organisasi BMT UGT Nusantara adalah : 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Kampar 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022  

Rapat Anggota 

Kepala Cabang 
Muhammad Sholahuddin 

  

KOC 

Sabrianto S.E 

AOAP 

Ridho Tulfikri 

KASIR 
Syaiful Hasbi S.E 

  

AOSP 
Yusmardi Gusprianto S. Pd 

Mawardi Saputra 
Ibnu Zulkarnain 



40 
 

 
 

Sumber: Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Kampar 

2. Tugas-tugas BMT UGT Nusantara cabang Kampar 

a. Kepala cabang bertugas sebagai berikut: 

1) Memimpin dan mengkoordinasikan operasional cabang dan pembantu 

binaanya. 

2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang di 

wilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya. 

3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang di wilayahnya. 

4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan 

sesuai dengan planfond yang telah ditentukan. 

5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus 

melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya. 

6) Mengusulkan pelantikan untuk meningkatkan sumber daya insan 

bawahannya. 

7) Mengusulkan promosi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah 

binaanya. 

8) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontiyu 

kepada manajerial. 

9) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal satu 

bulan sekali.
52

 

b. KOC (Kepala Operasional Cabang) 

Tugasnya sebagai berikut: 
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1) Melakukan kegiatan penanganan dan penyeleseian pembiayaan 

bermasalah dengan collection penyeleseian melalui eksekusi jaminan 

(penjualan/lelang), dan bersama dengan legal penyeleseian. 

2) Mendampingi unit BMT UGT dalam hal mengelola pembiayaan 

bermasalah. 

c. Kasir  

Tugasnya sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan, melakukan 

pengecekan terhadap cheek list accounting. 

2. Mendokumentasikan hasil transaksi harian. 

3. Menyusun pembukuan laporan harian. 

4. Melayani penyetoran dan pemikiran produk simpanan baik maupun 

simpanan berjangka. 

5. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya. 

6. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik 

catatan maupun jumlah tunai maupun bank opname dengan kas 

bank. 

7. Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor 

bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan 

tahunan. 

d. AOAP 

Tugasnya sebagai berikut: 

1. Memastikan kualitas pembiayaan baik. 
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2. Memastikan kebenaran hasil survey dan analisa pemohon pembiayaan 

dan agunan. 

3. Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan 

pengajuan. 

4. Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur. 

5. Memastistikan kebenaran agunan dan nilai transaksi agunan pemohon 

sesuai dengan prosedur. 

6. Memastikan fungsi account offier suevey dan analisa sesuai dengn 

ketentuan dan prosedur perusahaan. 

e. ASOP 

Tugasnya sebagai berikut: 

1. Mencapai targen simpanan dan pembiayaan. 

2. Memonitoring kelancaran pembiayaan anggaran aggota. 

3. Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta 

penarikan simpanan dijalan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan 

persyaratan pembiayaan. 

4. Memastikan pemohon pembiaayan mengetahui ketentuan dan 

persyaratan pembiayaan.
 53

 

Sebagai lembaga yang menyandang nama Baitul Mal dan Baitu 

Tamwil, BMT UGT Nusantara beroperasi dengan orientasi keuntungan/laba 

(profit) dan juga berorientasi sosial/non profit (nirlaba). BMT UGT Nusantara 

                                                           
53

 Data Kantor BMT UGT Nusantara, 2022  



43 
 

 
 

cabang Kampar memiliki logo yang merupakan identitas visual utama yang 

dilihat masyarakat sebagai tanda pengenal. 

Gambar 4.2 

Logo BMT UGT Nusantara 

 

Sumber: Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Kampar 

Kepala cabang BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Muhammad 

Sholahuddin menyebutkan bahwa: “BMT UGT Nusantara khususnya Kampar 

belum pernah mendapatkan catatan buruk ataupun kritikan tentang usahanya, 

baik dari nasabah, para stakeholders dan masyarakat.”  

4.  Macam- macam Produk BMT UGT Nusantara 

BMT UGT Nusantara cabang Kampar memiliki dua produk yaitu: 

produk tabungan/simpanan, dan produk pembiayaan. 

1. Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan 

a. Tabungan Umum Syariah 

Tabungan umum syariah yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil 

sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah yadh dhamanah/qardh atau 

mudharabah muthlaqah. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah 

mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% anggota 70% BMT. 

Keuntungan dan mamfaat bagi penabung: 
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1) Aman dan trasparan. 

2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah. 

3) Bagi hasil menguntungkan dan halal. 

4) Tanpa biaya administrasi bulanan. 

5) Ikut membantu sesama ummat. 

6) Mendaptkan pahala 16 kali lipat bila niati menghutangkan. 

b. Tabungan Haji Al-Haromin 

Tabungan Haji Al Haromin yaitu simpanan tabungan untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad 

berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisnah 50% 

anggota 50% BMT.
54

 

Keuntungan dan mamfaat bagi penabung: 

1) Kemudahan melakukan setoran. 

2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan 

mutasi transaksi berupa buku tabungan. 

3) Aman, terhindar dari riba 

4) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama‟ah haji yang ingin 

memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa 

terbebani bagi hasil. 

c. Tabungan Umrah Al-Hasanah 

Tabungan Umrah Al Hasanah yaitu tabungan untuk membantu 

pelaksanaan ibadah umrah dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad 
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berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% 

anggota 60% BMT. 

Keuntungan dan mamfaat bagi penabung: 

1. Kemudahan melakaukan setoran. 

2. Mendapatkan bagi hasil yang komperatif. 

3. Ikut membantu sesama ummat 

4. Aman, terhindar dari riba dan haram. 

5. Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan 

biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
55

 

d. Tabungan idul fitri. 

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad wadiah yadh 

dahmmaah yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad 

berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% 

anggota 60% BMT. 

Keuntungan dan manfaat bagi penabung: 

1. Transaksi mudah 

2. Aman, dan terhindar dari riba dan haram 

3. Ikut membantu sesama ummat 

4. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat 

dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT 

Nusantara. 

5. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. 
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e. Tabungan Lembaga Pedulu Siswa 

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga 

pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan 

prinsip syariah mudharabah/musyarakat dengan nisbah 40% anggota 60% 

BMT. 

Kentungsn atau mamfaatnya: 

1. Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan. 

2. Transaksi mudah dan bebas riba. 

3. Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama 

pada saat pembagian tabungan siswa diakhir tahun pendidikan. 

4. Mendapatkan dana BEA Siswa tidak mampu sesuai kebijakan BMT 

UGT Nusantara. 

f. Tabungan Qurban 

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan 

anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Akad berdasarkan 

prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisabah 40% anggota dan 

60% BMT. 

Keuntungan dan manfaatnya: 

1. Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian qurban dan 

aqiqah. 

2. Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetetif. 

3. Membantu sesama ummat. 
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g. Tabungan Tarbiyah 

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan 

jumlah setoran bulanan dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan 

prinsip mudharabah/musyarakah dengan nisbah keuntungan 30% anggota 

dan 70% BMT. 

Manfaat dan keuntungan: 

1. Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra/putri 

anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui 

pemeriksaan kesehatan. 

2. Bonus hadiah menarik. 

h. Tabungan Mudharabah Berjangka 

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan 

jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah dan 

musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bukan nisbah 50% anggota 

dan 50% BMT. 

Keuntungan dan mamfaat: 

1. Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan komperatif dan dijadikan 

jaminan pembiayaan. 

2. Nisbah bagi hasil lebih besar 

i. Tabungan MDA Berjangka 

Tabungan berjangka khusus dengan mamfaat asuransi santunan 

rawat inap dan kematian. Akad berdasarkan prinsip mudharabah dan 

musyarakah dengan nisbah 45% anggota 55% BMT. 
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Keuntungan atau manfaat:  

1. Mendapatkan santunan rawat ini. 

2. Mendapatkan santunan kematian. 

3. Gratis tabarru asuransi.
56

 

2. Produk-produk Pembiayaan  

Produk pembiayaan terdiri dari: 

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah) 

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, 

ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad 

berdasarkan prinsip syariah yaitu Rahn dan Ijarah dengan nisbah 30% anggota 

70% BMT. 

Akad Pembiayaan: 

1. Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah. 

2. Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota 

yang disertai dengan penyerahan agunan tersebut sebagai pelunasan 

pinjaman. 

3. Akad Ijarah adalah akad yang sewa menyewa antara anggota sebagai 

penyewa dengan BMT sebagai yang menyewa jasa dan tempat penitipan 

barang agunan dengan imbal jasa sesuai dengan kesepakatan. 

Keuntungan dan mamfaat: 

1. Proses cepat dan mudah. 

2. Pembiayaan langsung cair tanpa survey. 

                                                           
56

 Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022  



49 
 

 
 

3. Ujarah lebih murah dab kompetitif. 

4. Perhitungan murah sistem harian. 

5. Transaksi sesuai syariah. 

Ketentuan: 

1. Jangka waktu maksimal empat bulan dan bisa diperpanjang. 

2. Pembayaran ujarah bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

maksimal setiap bulan. 

3. Maksimal pinjaman gadai syariah 10 rekening aktif. 

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) 

Modal Usaha Barokah adalah fasulitas pembiayaan modal kerja 

bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad berdasarkan 

prinsip sayriah yaitu mudaharabah, musyrakah atau jual beli (murabahah) 

anggota 30% BMT 70%. 

Akad Pembiayaan: 

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil 

(mudharabah/musarakah) atau jual beli (murabahah). 

2. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota 

dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan 

anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai 

keswepakatan. 

3. Akad musyarakah adalah akad kerja samaa usaha patungan antara BMT 

dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibum maal) untuk 
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membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan 

pembagian hasil sesuai kesepakatan. 

4. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, 

dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan 

menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati. 

Keuntungan dan Manfaat: 

a. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha 

dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah. 

b. Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan 

pendapatan riil usaha anggota. 

c. Terbebas dari riba dan haram. 

Persyaratan: 

1. Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap bulan 

(khusus akad yang berbasis bagi hasil). 

2. Usaha sudah berjalan minimal satu tahun.  

3. Dan menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha tiga bulan 

terakhir. 

4. Menyerahakan dokumen yeg diperlukan: 

a. Fotocopy KTP pemohon 

b. Fotocopy KTP suami/istri 

c. Fotocopy kartu keluarga 

d. Fotocopy surat nikah (bila sudah menikah) 
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e. Fotocopy rekening listrik atau PDAM tiga bulan terakhir 

f. Fotocopy agunan (SHM/SHGB/BPKB) 

g. Fotocopy legalitas usaha: NPWP, TDB, dan SIUP (untuk badan 

usaha) 

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) 

Multiguna Tanpa Agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa 

agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota nan nisbah keuntungan 30% 

abggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah jual beli 

(murabahah), sewa menyewa (ijrah, kafala, dan hawala), atau qard hasan. 

Penggunaan: 

1) Modal usaha (murabahah atau qarh hasan). 

2) Biaya sekolah/pendidikan (akad ijarah paralel atau kafala). 

3) Biaya rawat inap rumah sakit (akad ijarah paralel atau jafala). 

4) Pembelian perabot rumah tangga (akad murabahah). 

5) Pembelian alat-alat elektronik (akad murabahah). 

6) Melunasi tagihan hutang (hiwalah) 

Keuntungan dan manfaat: 

1. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk 

modal usaha konsumtuif dengan mudah dan cepat. 

2. Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.
57

 

Ketentuan: 

1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan komsumtif. 
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2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan. 

3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun. 

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) 

Kendaraan Bermotor Barokah adalah fasilitas pembiayaan untuk 

pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah jual beli 

(murabahah), akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan 

anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh 

anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah 

dengan keuntungan yang disepakati. Nisbah keuntungan 30% anggota 

70% BMT. 

Keuntungan dan mamfaat: 

1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan 

mudah dan barokah. 

2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan. 

3) Nilai angsuran tetap sama berakhirnya fasilitas pembiayaan KKB. 

4) Kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 

75%. 

5) Terbebas dari riba dan haram 

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)  

Pembelian Barang Elektronik adalah pembiayaan yang diajukan 

untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah 

yaitu jual beli murabahah. Nisabah keuntungan 30% anggota dan 70% 

BMT. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah barang elektronik 
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yang dijual secara legal, bergaransi, dan barangnya merketable seperti 

laptop, komputer, TV, audio, kulkas dan lain-lain. 

Keuntungan dan mamfaat: 

1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektonik dengan mudah 

dan barokah. 

2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan. 

3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan. 

4) Terbebas dari riba dan haram.
58

 

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) 

Pembiayaan Kafalah Haji adalah fasilitas pembiayaan konsumtif 

bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan setoran awal 

biaya penyelenggran ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementrian 

agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. 

Akad bedasarkan prinsip syariah yaitu Kafalah bil ujrah, dimana 

BMT sebagai kafil memberikan dana talangan kekurangan biaya 

pendaftaran haji anggota sebagai makful „anhu kepada pihak ketiga yaitu 

kementrian agama dan dikenakan biaya. nisabah keuntungan 30% anggota 

70% BMT. 

Keuntungan dan mamfaat: 

1) Proses lebih cepat dan persyaratan yang mudah. 

2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau 

dapat dilakukan di seluruh kantor layanan BMT UGT. 
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3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana 

sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji. 

4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke 

Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah. 

5) Pembiayaan tanpa agunan 

6) Jangka waktu lima tahun. 

7) Proses pndaftaran ke kantor Kemenag didampingin oleh petugas BMT 

UGT.
59

 

B. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Kampar yang 

beralamatkan di jalan DI Penjaitan No 115 di Bangkinang kota sebagai cabang 

pembantu di Kampar. Adapun alasan tempat ini dijadikan lokasi penelitian 

adalah karena tempat ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 

yang ada di Bangkinang dalam meningkat pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. 

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan secara spesifik dan 
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realistis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
60

 Penelitian ini 

dilakukan di Bangkinang Kecamatan Kampar. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini jugan membahas karakteristik subjek 

yang digunakan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para 

nasabah produk pembiayaan Modal Usaha Barokah.  

Obyek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam 

penelitian, yaitu Peranan Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara dalam 

Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi 

Syariah. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang 

mempunyai karakteistik tertentu.
61

 Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah 

seluruh komponen yang merupakan objek terlihat secara langsung dalam 

proses ini 149 di tahun 2021 nasabah yang meminjam pembiayaan Modal 

Usaha Barokah. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang 

diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap 
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mewakili seluruh anggota populasi.
62

 Dalam penetapan/pengambilan sampel 

dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel purposive Sampling (atas dasar 

pertimbangan-pertimbangan tertentu) dari peneliti terhadap populasinya.
63

 

Maka penulis mengambil sampel sebanyak 3 pengelolah BMT UGT 

Nusantara dan 11 nasabah produk pembiayaan modal usaha barokah. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan 

datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang 

akan dijadikan objek penelitian.
64

 

Dalam penelitian sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari
65

. Data ini diperolah 

langsung dari wawancara pengelola BMT Nusantara dan nasabah produk 

pembiayaan modal usaha barokah. 
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b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.
66

 Data ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis tehadap fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah 

peneliti secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. Observasi dilakukan di BMT Nusantara Cabang 

Kampar untuk mencari data nasabah pembiayaan MUB yang disalurkan oleh 

BMT. 

b. Wawancara  

Yaitu metode interview suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau 

data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.
67

 Interview 

perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk 

mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-
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orang yang berkompeten tehadap penyaluran pembiayaan Modal Usaha 

Barokah.
68

 

7. Teknik Analisis Data 

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah data secara 

dekriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, dan 

dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis 

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh 

dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
69

 Sebagian besar hasil 

analisis penelitiaan kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, 

bahan pesentasi atau rencana bertindak. 

8. Teknik Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data 

tersebut menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan 

secara khusus. 

b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus 

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 
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c. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, 

yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati 

dengan alat indera peneliti.
70

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
70

 Tohrim, Metode Penelitian Kualitatif Dala Pendidikan dan Bimbingan Konseling: 

Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemuda dan Dilengkapi dengan Contoh Hasil Wawancara 

Serta Model Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68. 



81 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian pada pembahasan yang di paparkan oleh 

penulis pada bab sebelumnya, sebagai penutup penulis menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. BMT UGT Nusantara cabang Kampar memiliki produk pembiayaan 

berbagai macam yang paling diminati yaitu produk pembiayaan Modal 

Usaha Barokah, salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT 

adalah pelayanan yang memuaskan kepada nasabah dan di BMT 

memberikan banyak kemudahan bagi nasabahnya dengan cara mendatangi 

pihak nasabah ketempat usahanya. Dan adapun kendala yang terjadi selama 

proses pembiayaan adalah terjadi gagal bayar, hal itu karena adanya 

penurunan pemasukan, sehingga pembayaran tertunda. Dan adapun 

pengaruh terhadap peranan modal usaha ini terhapap pemberdayaan 

masyarakat yaitu adanya penambahan modal terhadao usaha nasabah 

walaupun tidak berpengaruh besar tetapi bisa untuk tetap memutarkan 

modalnya. 

2. Dilihat dari tinjauan ekonomi syariah pemberdayaan masyarakat adalah 

suatu sistem atau tindakan nyata yang menwarkan alternatif modal pilihan 

umat di dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dalam tinjauan ekonmi 

syariah. Dengan demikian dapat dipahami pengembangan akan 

keberagaman masyarakat Islam adalah merupakan modal empiris 
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pemberdayaan pemilihan individu atau kelompok dalam bentuk karya nyata 

dengan fokus pemecahan masalah masyarakat dengan sasaran individual 

melalui orientasi sumber daya manusia. Termasuk dalam kajian ini 

bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan 

modal usaha barokah yang dilaukan oleh BMT UGT Nusantara. 

B. Saran  

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu: 

1. Untuk BMT UGT Nusantara cabang Kampar diharapkan selalu 

mempertahankan dan mengembangkan kinerja yang sudah dijalankan 

sehingga dapat terus memberikan solusi sesuai kebutuhan masyarakat. 

2. Untuk pemerintah, sebaiknya membuka lebih banyak lagi lembaga 

keuangan syariah seperti BMT atau Bank syariah, dengan adanya lembaga 

keuangan syariah ini para pengusaha kecil tidak lagi bergantung pada 

rentenir atau bank kovensional yang selalu menetapkan bunga. 

3. Untuk para nasabah sebaiknya dana yang diberikan oleh BMT UGT 

Nusantara sebaiknya digunakan secara maksimal mungkin untuk 

meningkatkan usaha yang dijalankan. 
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